
BUPATI MINAHASA SELATAN 

PROVINSISULAWESIUTARA 

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN 

BOMOR 2 2,.. TAHUB 2018 

TENTANG 

R.EBCAlfA KERJA PEMERIBTAH DAERAB 
KABUPATU MDIAHASA SBLATAII TAHUllf 2019 

DE!IGAN RABMAT TUHA!I YANG MAHA ESA 

BUPATI MDIAHASA SELATAN, 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 260, Pasal 263 
ayat (1 )  dan ayat (4) serta Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka 

perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Minahasa Selatan Tahun 2019; 

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah 
kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen 

Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian dalam 

melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Minahasa Selatan Tahun 2019; 

Mengingat 1 .  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi 

Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4273); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
3. Undang-Undang Nomor 25 

Perencanaan Pembangunan 
Republik Indonesia Tahun 

Tahun 2004 tentang Sistem 

Nasional (Lembaran Negara 

2004 Nomor 104, �han 



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusa.t dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1  tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 1 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817); 

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213 ) ;  
1 1 .  Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011  tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa 
Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Minahasa Selatan Tahun 2011  Nomor 6 Seri A); 

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 
Nomor6); 

13 .  Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa 



MEMUTUSKAII : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 

DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2019.  

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1 .  Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 

(satu) tahun. 

2. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati 

Minahasa Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Minahasa Selatan dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten 

Minahasa Selatan. 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pernerintah 

Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pernerintah 

Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah. 
4. Kebijakan Urnurn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokurnen yang memuat 
kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi 

yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun. 

5. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 
disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas 

maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah 

untuk setiap program. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan 
untuk periode 20 {dua puluh) tahun. 

BABU 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 2 

( 1 )  RKPD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019, mernuat 

evaluasi basil pelaksanaan RKPD Tahun 201 7 dan capaian 
kinerja penyelenggaraan, rancangan kerangka ekonomi Daerah 

dan kebutuhan kinerja Daerah, prioritas dan sasaran 

pernbangunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas 
daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah 
Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi 

masyarakat, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah. 



BAB III 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Minahasa Selatan. 

Ditetapkan di Amurang 

pada Tanggal 2..8 ?c..ltll  2018 

BUPA MINABASA SELATAN, 

Diundangkan di Amurang 
pada Tanggal 2-li ?\.o\tq 2018 

SEKRBTARIS DA.BRAH 

KABUPATEN .)111' SBLATAN, 

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 2..'2- 


